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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa:

1. Kewajiban kontraktor terhadap pekerja bangunan atas keselamatan kerja di
lingkungan kerja PT. Niat Karya Masbagik adalah bekerja sama dengan
BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dengan tujuan tujuan :

a. Pertolongan Pertama Kecelakaan (PPPK) diselenggarakan untuk
memberikan pertolongan pertama yang diperlukan sebelum pasien
dibawa ke rumah sakit atau klinik terdekat.

b. Mengurangi kemungkinan terjadinya bahaya-bahaya yang timbul pada

saat pelaksanaan proyek.

c. Mencegah bahaya cacat, baik cacat ringan ataupun luka-luka

d. Meringankan rasa sakit.

2. Tanggung jawab pihak kontraktor dalam keselamatan kerja menurut
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja tidak
dijelaskan secara spesifik, namun tanggung jawab tidak lepas kaitannya
dengan akibat hukum yaitu hak dan kewajiban. Sebagaimana yang tertera
pada Bab IV dan V merupakan bentuk tanggung jawab kontraktor ialah

pembinaan dan pengawasan.
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a. Pembinaan
Untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja, maka perlu dilakukan
pendidikan keselamatan kerja agar karyawan dapat menghilangkan
kondisi berbahaya di tempat kerja.

b. Pengawasan
Untuk memantau dan menginformasikan pelaksanaan undang-undang
kesehatan dan keselamatan kerja dan untuk memberikan informasi dan
nasihat profesional kepada pengusaha dan karyawan tentang hal-hal

yang dapat memastikan pelaksanaan peraturan yang ada secara efektif.

B. Saran

1. Disarankan kepada setiap kontraktor untuk melakukan pengawasan terhadap
kondisi alat-alat keselamatan kerja dan melakukan perbaikan untuk
mengganti peralatan-peralatan yang sudah tidak layak dipakai.

2. Kontraktor lebih sering mengingatkan pekerja/buruh bahwa memakai alat
pelindung diri/keselamatan diri memiliki manfaat yang signifikan, salah
satunya untuk melindungi diri dari bahaya kecelakaan kerja perlu
diingatkan. Selain itu, kita harus bekerja sama dengan perusahaan untuk
menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan bebas kecelakaan.
Jika pekerja melanggar hukum, mereka harus diberi peringatan segera dan

jelas.
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